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Menimbang : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

I kenada masyarakat, maka dipandang perlu

memekarkan beberapa Kecamatan yang beruda

dalam wilayah Kabupaten Konawe Utaxa;

b. Bahwawilayah KecamatanAsera dan Kecamatan

Sawa' memenuhi syarat untrk dimekarkan, baik

ditinjau dari aspek luar wilayah" jumlah desa/

keluratmn maupun jumlatr pendudulq

PEMBEMUKAN KEC/,]TATAN OHEN, ANN',U DAN KEAN,AAN LfrTI]I



c. bahwa berdasarkan ;pertimbangan s$agaimana

dimalcsud dalam hunrf a dan b perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan

gsparnatln Oheo, Ardowia dan Kecamatan Motui

Kabupaten Konawe Utara;

gnlang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenang
p6jok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

Tarobahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nosror 3041) sebagaimana telah diubatr dengan

Undang-UndangNomor 43 Tahun I 999 (I-embacan

Negara R[ Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

plxbaran Negara RI Nomor 3890);

Undang - Undang Nomor t0 liahun 2004 tentang

psdbentukan Peraturan Perundang - Undangan

(I^edbaraa Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,

fx6bahan l.embaran Negara RI Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pq erintah Daerah (I-embaran Negara RI Tahn

2964 Nomor 125, Tbmtahan kmbaran Negara RI

Nsflor4437);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 20M tentang
pesfinbangan Keuangan ant ra Pernerintah Pusat

66s Daerah (Ircmbaran Negara RI Tahun 2004

Nopor 126, Tambahan Lembaran Negara RI
p64or443E);

,"

*I

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200? tentang

Pembentubn Kabupaten Kabupaten Konawe
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara e.embaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor3890);

6. Peiaturan Pemerintah Nomor 6 Tirhun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10,

Tirmbahan Lembaran Negara RI Nomor 3439);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan provinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI
Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan

Irmbaran Negara Nomor 4262);

\ Pemturan PemerinAh R[ Nomor 19 Tbhun 2008

tentang Kecarnatan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002

tentang Pembagian Urusan pemerintahan aotara

Pemerintah, Daerah Provinsi, Pemerintah Daeralr

Kabupaten/Kota (trmbaran Negara RITiftun 2002

Nomor 82, Tirynbahan fumbanan Negara RI Tatrun

2007 Nomor 4737);

Mengingat : 1.

2.

4.
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ll. Peraturan Pemerintah Nomor 4lTehun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah,(I-embanan

Negara R[ Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Irmbaran Negara RI Tilhun 2007 Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintatr RI Nomor 19 Tatrun 2008

tentang Kecamatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

14. Peraturan Daeratr Kabupaten Konawe tJtaraNomor

2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasidan

15. Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD,

dan StafAhli Kabupaten Konawe Utar.q

I 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor

3 Tahun 2008 tentang Penbentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe

Utara;

17. Pe,rafuran DaerahKabupafen KonawelJtaraNomor

5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Thta Kerja Kecamatan dan Keluratran Kabupaten

Konawe Utara;

Dengan Penetuj uan Berssma

DEWAN PERWAKII,AN RAI(YAT DAERAH
KABI]PATEN KONAWE TIIARA

Menetapkan

Dan

BUPAIKONAWE UTARA

MEMUTUSKAhi

: PERATURANDAERAHKABI.IPATENKONA\4/E
UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN OHEO, ANDOWIA DAN
KECAMATAN MOTUI DI KABUPATEN
KONAWEUTARA

BAB I
KETENTUAN T'MTIM

Pssal l

Dalamperaturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

l. Dberatr adalah Kabupaten Kmwe Utara;
2. Pemerintatr Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggiara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratl yang selaqiutnya disebut DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Dacrah;

5. Peraturan Daeratr selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Utara;

PEMBENTUKAN KECAAIATAN OHN, ANNWIA DAN KECI.I,TATAN bNruI PEMBEMUKAN KEUUAAN OH@, lNNVU DAN KEUT"{ATAN T"AIVI



6. Peraturan Kepala Daenah adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe

Utarq
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris

Utara;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja

Daerah;
g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

di bawah Kecarnatan;
lO. Desaadalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan

unfuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat set€mpat yang

diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;

11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya
disingkat BAPERIAKAT adalatr BAPERIAKAT lingkup Pemerintah

Daenah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

BAB II
PEMBENTTJKAN

Pasal2
Ilengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a. Kccamatan Oheo;
b. KocomatanAndowia;
q. Kecamatan Motui;

BAB Itr
LUAS WTLAYAE, JUMT.AE DESADAI\I JT,MLAE

PENDUDI'K

Pasal3
([). Kecamatan Oheo seluas 59.070 Km dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wiwirano;
Sebelah timur bertatasan deng;an Desa Morombo;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Asera;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abuki
Kabupaten Konawe;

@ KecamaanOheomeliputi :

1. Desa lxronaha;
2. DesaBandaeha;
3. DesaKotaMaju;
4. Desalandawe;
5. DesaWiwirano;
6. DesaMopute;
7. DesaTadoloiyo;
8. Desa Puuhialu;
9. DesaLinomoiyo;
10. Desa Sambandeb;
11. DesaPakalndah;
12. DesaTadolotyo;
13. DesaLameoru;
14. Desa Bendewuta;
15. DesaWalandawe;

| 16. DesaTinondo;
(3)' Kecamatan Oheo semula merupakan

KecamatanAsera;
sebagain dari Wilayah

(4) Dengan dibentuknya Kecsmatan Oheo maka wilayah Kecamatan
Asera dikuraogi dengan Wilayah Kecamaan Oheo;

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Oheo berada di Desa Tadoloiyo;
(6) Jumlah Penduduk di Kecamatan Oheo adalah 7.069 jiwa;
(7) Peta Wilayah Kecamatan Oheo adalah sebagaimana terlampir

dan:merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Feraturan
Daerah ini.

a.

b.
c.
d.

Daerah Kabupaten Konawe

Camat sebagai Perangkat

PEMBENIUKAN KECATAAN ONEO, ANNIVIA DAN KEUMATAN }loruI PEMBENTAKAN KECAI,TATAN OH@. 'INNWA DAN KECTMATAN IATUI



Pasal4

(l) Kecamatan Andowia seluas 89.225 Km dengan batas-batas sebagai
berikut:
a. Sebelah utara berbatasarn dengan Kecamatan Wanggudu

KecamatanAsera;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Molawe;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tongauna dan

Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgikirna;

(2) KecamatanAndowia meliputi :

1. KelurahanAndowia;
2. Desa Lahimbua;
3. Desa Laronanga;
4. Desa Lambudoni;
5. Desa Lamondowo;
6. Desa Labtrngga;
7, DosaMatalwoi;
8. Dosa lrrobende;
9. Doss Puwili;
10. Dosa Burgglrcmg
ll. DoceAmalamc;
12. DosaAnggolohipo;
13. Desa Putnvonua;

(3) Kecamatan Andowia semula merupakan sebagain dari Wilayah
KecamatanAsera;

(4) Dengan dibennrknya KecanratanAndowia maka wilayah Kecamatan
Asera dikurangi dengan Wilayah Kecasratan Andowia;

(5) Pusat Pemerfintahan Kecannatan Andowia berada di Kerurahan
Andowia;

(6) Jumlah Penduduk di KecamatanAndowia adalah 2.838 jiwa;

o) Peta wilayah Kecamatan Andowia adalah sebagaimana terlanpir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan
Daerah ini.

Pasal 5
(1) Kecamatan Motui seluas 242,& Kem dengan batas-batas sebagai

berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan KecamatanlSawq
b. Sebelah timur berbatasan dengan Iaut Banda;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala

Kabupaten Konawe;
d. sebelatr Barat berbatasan dengan Kecamatan PondidahaKecamatan

Konawe.

@ Kecamatan Motui meliputi :

l. DesaTondowatu;
2. DesaBende;
3. DesaMatandatri;
4. DesaBanggina;
5. DesaMotui;
6. Desa_Shwoluri;
7. DesaPoni-Poniki;
E. DesaLambuluo;
9. DesaPuuwonggia;
10. DesaPinggulahi;

C3) Kecamatan Motui semula merupakan sebagaian dari Wilayah
Kecamatan Sawa;

(4) Dengan dibentuknya Kecarnatan Motui maka wilayah Kecamatan
Sawadikurangi dengan Mlayah Kecanatan Motui;

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Motui b€rada di Desa Bende;
(6) Jumlah Penduduk di Kecarnatan Motui.adalah 7.516 jiwa
(9) Peta Wilayah Kecamatan Motui adalah sebagaimana terlampir

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan
Daerah ini.
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BAB TV
IBI}KOIA KECAMAIAN

. Prsal S

([) Desa yang ditetapkan menjadi Ibukota Kecamatan sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 Ayat (5), pasal 5 Ayat (5), maka
dengan sendirinya berubatr status menjadi Kelurahan;

(2) Pendehnisian Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB V
KEDIIDUKAN, TUGAS POKOI( DAI{ F.t NGSI

Pasal6

([) Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang
mempunyai wilayatr kerja tertentu;

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daeratr.

Pasal 6

Camat mcmpunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
Otonomi Daerah.

Pasal6

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasar g
Peraturan Daerah ini, camat mempuryai tugas :
a. Mengftoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
b. Mengkoordinasikan upaya Fenyelenggaraan Ketentraman dan

KetertibanUmum;

d.

c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;

Mengkoodinasikan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau
Kelurahaan;

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan atau yang belum dapat diraksanakan pemerintahan desa/
atau kelurahan;

Tugas-Tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepata Daerah.

BAB VI
SUSUNAI\T ORGAI\ISASI

Pasal 10

(l) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

a. Camat ,/
b. Sekretaris;

l. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan pembangunan

Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Seksi Pembangffifi, Pemberdayaan perempuen dan Masyarakat
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejalrteraan Sosial;

g. KelompokJabatan Fungsional. ;
(2) Bagan strukturorganisasi PenerintahlGcanratanadalahsebagaimana

terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisatikan dengan
Peraturan Daerah ini.

I
T

I
t

c.

d.

e.

f.

ll
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BAB Vtr
TIRAHN TUGAS

Bagian.Per"tamr
Sekretsrts Kecamatan

Pasal 11

(t) Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf;
(2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan

yang selanjutnya disingkaVdisebut Sekcam, berada drbawah dan
bertanggungiawab kepada Camat.

Pasal 11

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan
administrasi dan pelayanan teknis adminlstrasi bagi seluruh satuan
organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 11

[.[ntuk mcnyelenggarakarr tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
Pcratuan Daonh ini, SclnetariatKccanratan mempunyai firngsi :

& Penlusunan rcncana, pongendalian dan mengawasi pelaksanaannya;
b. PcnyusunanAdminisfrasi Keuagan;
c" Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan

rumaht ngga.

BagioaKeduo
Seksi Pemerintabn

Pasal 1l
(0) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan

dibidang Penyelenggara Pemerintah;

PEMBENTUKAN KETAMANN OHW, ANDOWUDAN KrcillAUN TVPRN

(2) seksi Pemerintahan dipimpin oreh seorang Kepala seksi, berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Camat.

Pasat 15

seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Desa/tr(elurahan dan urusan pemerintahan-umum ditingkat
Kecamatan.

Pasal 16

untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 peraturan Daerah
ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
b. Pembinaan Pemerintahan Desa/tr(elurahan

BagionKaiga
Seksi Ketentraman dan Ketertiban lsmum

Pasal 17

(I) seksi Ketentraman dan Ketertiban umum adalah unsur pelaksana
Pem€rintah Kecamatan di bidang pembinaan ketentraman dan
ket?itiban wilayah;

(2) Seksi Ketentraman dan g"1"ntban tersebut Manti polisi pamong
Praja, berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Camat

Pasal 18

seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanalcan
pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayab pembtaan ideolory dan
politik serta pembinaan Polisi Parnong praja.

r312 PEMBENTUKIN KECAI4AAN OTTN ANDOVU DlN KECTMATAN TlPTIN



Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal l8 Peraturan
Daerah ini, S€ksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai ftngsi :

a- Sebagai penyusun program dan pclaksanaan tugas-tugas
pembinaan ketertiban wilayatr;

b. Sebagai p€nyusun Program dan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan

ideolory Negara dan politik dalam negeri;

b. Sebagai penyusun program dan pelaksana tugas-tugas pembinaan

Polisi Pamong Praja.

BagianKeempa
$eksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan

Masyaral<et

Pasal 20

([) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyaral<at

adalah unsur pelaksana pemerintatr kecamaran dibidang Pembangunan

dan pemberdayaan;
(2) Seksi PembangUtrs, Pemberdayaan Percmpuan dan Masyankat

tersebut pada ayet ( I ) dipimpin oleh seorang Kepala Selsi yang berada

dibawah dan bertanggungiawab kepada Camat.

Pasal2l

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
mempunyai tugas pokok melaksanakan pcnencanaan dan penyusunan

pmogram serta pengrndalian dan pembinaan teftadap kqi*an Pembangunan

dan Pemberdayaan ditinght Kecamtan.

PEWENTUKAN KECALhIUN OHE(), ANNVIA D,lN KECilAUN *PnlI t4 PEMBENTUKAN KFCAMAIAN OHEO, ANDOWA DlN KECAM4T4N tnnn

Pasal 22

Inntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasar 2l pada peraturan
Ila€rah ini, selsi Pembangunan, Pemberrdayaan pereinpuan dan lvlasyaral€t
mempunyai fungsi:
a- Sebagai penyusun program dan Pembina kegiatan pembangunan sarana

dan prasarana fisik perekonomian dan produksi serta kegiatan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;

b. Sebagai penyusun program dan Pembina kegiatan pembangunan
lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan lainnya serta pembina
kegiatan pemberdayaan perempuan ditingkat Kecamatan.

Bagian Kelims
Seksi Pelayanan Umumdan Kesejahteraan Sosial

Pasal 23

(t) seksi Pelayanan umrum dan Kesejahteraan sosial adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan
Pelayanan Umum dan pembinaan kesejahteraan Masyamkat;

(2) sekslPelayanan umum dan Kesejahteraan sosial tersebut pada ayat
(l) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
berCInggungiawab kepada Camat.

Pasd23

seksi Pelayanan umum dan Kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok
melaksanakan pelayanan umum yang meliputi pelayanan kependudukan,
Icebersihan dan perizinan serta merykoordinasikan kegiatan penyusunan
program pelaksanakan kegiaan pembinaan kesejahteraan masyarakat

l5



Pssol25

Lfntuk menyelenggarakan urgas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah

ini, seksi Felayanan umum dan Kesejahteraan Sosial memprmyai firngsi :

a- Sebagai Penyusun program untuk kegican - kegirtan penyelengaraan

danpembinaanpelayanandanbantuansosial,termasukkegiatan
pelayanankependudukandancatatansipil,kegiatankebersihan'

keindahan, Pertamanan' p€nanggulangan kebakaran' pembinaan

kepemudaarl optimalisasi peranan wanita dan pembinaan olahragg

b. Sebagai penyusun program untuk kegiatan pembinaan kehidupan

beragama, kependidikan, kebudayaarq kegiatan sosial kemasyarakatan

lainnya dan penyelenggara kegiatan pelayanan perizinan'

Bagian Keenem
KetomPok Jebaten Fugsional

Prral26

Kelompok Jabatan Fungsional mcmpunyai hrgas pokok melaksanakan

sebagiantugas dan frngsi carnat scsuai dengan keahlian dankebutuhan'

Pssgrl27

([)KelompokJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadapasal:26
Peranran Daeratr ini terdiri dari sejgOqlah tenaga dalam jenjangjabotan

fungional yangterbagi dalam te*api trctompotc sesuai dengan bidang

keahliannya;
(2) S€tia Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenagp

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan

bertanggungiawab kePada camag

PEMBEMAKAN KECTM'\AN OHEO, TNNVU DtN KECilTATAN lvOnn
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C3) Jumlah Jabetan Fungsional pada setiap kecamatan ditemukan

bendasarkan kebutuhan dan b*an k"tj";
(4) Jenis dan jenjang jabatan firngsional dianr bsdasarkan peraturan

perundang-undangan Yang berlaku.

BAB VItr
PENGANGISIAT{ DALAM JABAIAN

Prsel 28

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat, Sekcam, para Kepala Seksi dan

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun-

antar satuan organisasi dalam pernerinAtran lfucamatan sesuai dengan tugas

pokokmasing-masing.

BAB IX
TATA KER.'A

Prsal 29

Dalam pelaksanaen tugasnya Camat, Sekcam, para Kepala Seksi dan

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinaqi,

integrasi dan sinknonisasi baik dalam lingtungan masing-masing maupun

antar safiran orgarrisasi dalam pernerintatran lftcamatan sesuai dengpn tugps

pokok masing-masing.

l6



Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib nnengawasi bawahan masing-
masing, &n bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang perlu sesuai dengan p€raturan yang berlaku.

Pssal 3l

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan
Kecamatan, bertanggungiawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugac Sa\ /ahan.

Pasal 32

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggungiawab kepada atasan masing-masing, serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB X
KETENTUAIY PERALIHAN DAi\ PEhtUTt]P

Pssal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a. KecamatanAsera, meliputi :

l. Kelurahan Wanggudu;

2. DesaWunduhaka;

3. DesaWangguduRaya;

PEMBEMUKAN KECAT,TATAN OHrc, ANNWU DAN KEfi,,IATAN T,IOTUI l9

b.

4. DesaTapuwatu;

5. DesalValalindu;

6. Desa Tangguluri;

7. Desa Walasolo;

8. DesaAsera;

9. DesaAmorome;

10. DesaWawolimbue;

11. DesaAsemiNunulai.

Kecamatan Sawa, meliputi :

l. Kelurahan Sawa.

2. DesaKokapi;

3. DesaMatanggonawe;

4. DesaToangauna;

5. DesaLaimeo;

6. DesaLalembo;

7. DesaPudonggala;

E. DesahrdonggalaUtama;

9. DesaUlusawa

o



Pasal34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatmggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
tembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara-

Ditetapkan di : Wanggudu
PadaTanggal : 26 Oktober 2010

Pj. BI}PATT KONAWE UTARA

H. TIIAMRIM PATORO

TEMBARA}.I DAERAH KABT'PA|IEN KONAWE TIIARA TAHT'N 2OIO

NOMOR 13
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